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ABSTRAK

Baso Risaldi. 2021. Pengelolaan Konflik Pendekatan Keadilan Restoratif
Pada Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo. (Dibimbing
oleh Abd. Mahsyar dan Ahmad Taufik),
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keluarga, serta ! bila
faktanya suda jadi
walaupun belun \

dalam musyaws

perdamaian sehingga sal Kemudian
pelayanan di masvarakat ya ‘ ban maupun

pelaku, BPN Kabupaten Wajo sudah berperan dalam peny-:l&sman sengketa yang
terjadi dari beberapa tahapan yang sudah menjadi peraturan sebagai salah satu
aktor yang ikut menangani sengketa tanah vang terjadi sudah melakukan berbagai
upaya agar lerlaksananya penyelesaian melalui mediasi, regulator, dinamisator
dan fasilitator.
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A. Latar Belakang

Pada era modern saat ini. stat
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menuangkannya dalam konstitusi (undang-undang) tertinggi bangsa Indonesia,
vaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 vang menyatakan bahwa:
“Bumi, air, dan kekayaan alam vang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negam
dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Sebagai tindak lanjut
dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi
atau tanah, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan




sebutan UUPA (Limbong, 2015).

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bentuk pemberian
pelayanan kepada masyarakat vang disebut sebagai pelayanan publik, menurut
Mahsyar (2014) pelayanan publik memipakan dominasi dan menjadi tanggung
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hak atas tanah dapat dicabut dengan memben ganti kerugian yang layak menurut
cara yang diatur dalam undang-undang™.

Pembangunan merupakan perubahan yang terencana menuju suatu
perbaikan. Pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas seluruh
aspek kehidupan masvarakat yakm aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi
guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah

selalu berbanding lurus dengan apa yang diharapkan, karena segala perubahan




terutama pembangunan selalu disertai demgan permasalahan bahkan konflik.
khususnya dalam pembangunan Bendungan. Pembangunan  bendungan
melibatkan aspek lingkungan fisik b

dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dan PT Bumi Karsa. (https:/sindonews.com).
Tujuan utama pembangunan Bendungan Paselloreng vaitu pengelolaan
inigasi guna meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, Serta mendorong
perkembangan ekonomi berupa peningkatan pendapatan daerah yang mencakup 4
Kecematan yaitu Kecematan Gilireng, Kecematan Sajoangin, Kecematan
Takkalalla dan Kecematan Bola. Bendungan Paselloreng sangat berpengaruh bag
keberlangsungan hidup masyarakat Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan




akan tetapi konflik yang terjadinya sengketa yang timbul dalam lahan Bendungan
Paselloreng sehingga nantinya akan berdampak pada masyarakal. Masalah paling
besar yang dihadapi adalah 18,15 Ha tanah belum di ukur yang merupakan
'/\\ sa_Paselloreng, tanah bangunan
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Pergeseran paradigma pemidanaan dan konsep keadilan dalam penegakan
hukum pidana di berbagai Negara saat ini ditandai dengan menguatnya dukungan
terhadap penerapan konsep restorative justice, uniuk menggantikan konsep
restitutif justice (criminal justice). Ali (2011), menyebut restorative justice ini
sebagar konsep modern hukum pidana. Meskipun menurut Braithwaite bahwa
para pendukung konsep ini, menyatakan bahwa penerapan konsep restorative




Justice  berarti  kembali ke pola penyelesaian perkara pidana secara
primitifitradisional.
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( http://www_ postkotamakassar com).

Pendekatan prinsip restorative justice (keadilan restoratif) dalam
penyelesalan perkara pidana (penal) dianggap sebagai suatu metode baru.
meskipun pola-pola yang digunakan sebagian besar telah mengakar dalam nilai-
nilai  keanifan lokal masyarakat primitif. Braithwaite, (2002) menyatakan
restorative justice sebagai proses untuk melibatkan pihak-pihak yang mempunyai

kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik, kemudian secara bersama,




mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam
rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang
mungkin dituju untuk diselesaikan. restorative justice pada dasarnya merupakan
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ditempuh adalah para “penggugat siluman™ itu harus mencabut gugatannya di
Pengadilan. Hanya itu jalan jika ingin situasinya damai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menarik bagi peneliti tertarik
mengangkat judul “Pengelolaan Konflik Pendekatan Keadilan Restoratif Pada
Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo™




B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka adapun rumusan masalah

dalam penelitian 1m yaitu Bagaimana Pengelolaan Konflik Pendekatan Keadilan




BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
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vang menjadi pemicu konflik sosial i adalah masalah ganti rug
pembebasan lahan, relokasi penduduk, dan relokasi situs budaya Penelitian
ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa SAMSAT menyelesaikan konflik sosial
dengan menggunakan strategi pemecahan masalah. SAMSAT melakukan
upaya penciptaan kerjasama. penciptaan keseimbangan kekuatan, dan upaya
penciptaan Percerved Common Ground (PCG) di antara Pemerintah dan




OTD pembangunan Waduk Jatigede dalam menyelesaikan konflik sosial

hukuman pidana dalam KUHP pada dasarnya masith mempertahankan

paradigma retributif, yaitu memberikan pembalasan yang sesuai untuk
kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan masih fokus pada penuntutan
pelaku  kejahatan, belum memperhatikan  pemulihan  kerugian.  dan
penderitaan para korban hilang karena kejahatan. Paradigma retnbutif
dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak

mengulangi kejahatan lagi dan mencegah masyarakat melakukan kejahatan.
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Penggunaan paradigma retributif belum mampu memulihkan kerugian dan
pendenitaan yang dialami korban. Meskipun pelaku telah dinyatakan

bersalah dan dijatuhi hukuman, kondisi korban tidak bisa kembali normal.
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Rizkiawati, (2019) dengan judul Konflik
Lahan Mega Proyek Bendungan Leuwikensdi Desa Ancol Kecamatan
Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian bahwa Konflik
pembebasan lahan pertanahan milik masyarakat Desa Ancol Kabupaten
Tasikmalaya terkait dengan mega proyek pembangunan bendungan
Leuwikeuris saat ini memang belum terselesaikan, hal im1 karena bendungan

Leuwikeuris tersebut belum selesai dibangun. Walaupun, proses




pembangunan  bendungan  Leuwikeuris tersebut  mengalami  suatu
permasalahan akibat polemik antar pemerintah dan masyarakat Desa Ancol
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bendungan. Seharusnya dalam suatu pembangunan provek infrastruktur
dengan skala cukup besar seperti bendungan Leuwikeris tersebut diperlukan
sebuah forum koordinasi yang diselenggarakan secara berkala antar
stakeholder (Pelaksana Provek, Pemerintah, Masvarakat, Kepolisian, LSM,
dan pihakpthak vang terkait lainnya) untuk duduk bersama memahami,
menyelesatkan, dan mengantisipasi potensi-potensi masalah termasuk

dampak lingkungan vang mungkin timbul akibat pembangunan ini.
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berbenturan adalah semua jemis benturan. tabrakan ketidaksesuaian,

ketidkaserasian, perkelaihan, pertetangan, oposisi, dan interaksi yang

antagonis-bertentangan.  Cliton dalam Kartini (2014), mendefenisikan

sebagai bertkut

1) Konflik adalah relasi-relasi psikologis yang antagonis, berkaitan dengan
tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan dengan interst-interst yang
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berbeda dan tidak bisa di pertemukanmempunyai sifat emosional yang
bermusuhan. dan struktur-struktur nilai vang berbeda.

2) Konflik adalah interaksi yang berlawanan, yang mencakup perilaku

\\\‘dlh.///
Sy

P

Para ilmuan sosial telah membuat definisi konflik sosial. D sini akan
dikemukakan beberapa saja. Menurut Lewis Coser dalam Kinseng (2014},
Konflik sosial berarti perjuangan atas nilai-nilai dan klaim terhadap status,
kekuatan dan sumber daya yang sulit di temukan dan di dapatkan dimana
tujuan para pendukungnya adalah untuk menetralkan, melukar atau
menghilangkan saingan mereka
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Menurut Fisher dalam Kinseng (2014), mengatakan bahwa konflik
merupakan pertikaian antara individu dan individu lain dan juga kelompok
dan kelompok yang di sebabkan gleh tujuan yang berbeda, sedangkan

bahwa konflik sebagai sebuah
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ialah bentuk pertemtangan alamiah yang dibentuk oleh individu atau
kelompok, karena mereka vang terlibat mempunyi perbedaan sikap,
kepercayaan dan perbedaan kebutuhan atau nilai. Menurut Pringgodiogodo,
(dalam Qodir, 2014), Konflik berasal dari bahasa latin configere, conflictus
saling kontak fisik berupa kekerasan atau pertentangan.

Menurut Paul Con dalam Qodir (2014), konflik disebabkan ada dua

hal : Pertama, kemajemukan honzontal yaittu suatu masyarakal secara
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budaya seperti suku, bangsa, agama, bahasa dan masyarakat majemuk
secara  honisontal sosial dalam arti  perbedaan pekerjaan  dan
provesi. Keduakemajemukan vertikal seperti struktur masyarakat yang
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a) Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau bisa disebut
dengan konflik peran. Konflik peran merupakan suatu keadaan dimana
sesesorang mengalamiharapan-harapan yang bertentangan dan berbagai-
bagaiperananan yang dimilikinya.

b) Konflik antara kelompok-kelompok sosial.

¢) Konflik antara kumpulan-kumpulan vang teroranisir dan tidak teroranisir.
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d) Konflik antara satuan nasional semacam partai politik, negara atau
organisasi internasional

Menurut Heidjrachman Ranupandojo dalam Indrivani (2009), Konflik

perselisthan yang akan terjadi antara sesama, terutama selisih pendapat

dan perasaan mereka.
2) Perbedaan kebudayaan
Perbedaan keperibadian dan indvidu-perindividu tergantung pula
dari sebuah bentuk kebudayaan yang menjadi latar belakang proses
pembuatan sertaperkembangan kepribadianyang sedikit banyak akan
mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudavaan tersebut.
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3) Perbedaan kepentingan
Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok sumber
lain dari pertentangan baik k i i, politik, dan
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politk, budaya dan ekonomi, dan kehadiran sejumlah kelompok vang

melakukan pemberontakan. Jika mengacu pada pada pandagan Ritizer

(dalam Ranjabar, 2013), tentang factor-faktor penyebab konflik di

masyarakat terutama, perbedaan posisi dan wewenang schingga adanya

analists dan teon konflik sebagai berikut :

a) Konflik sosial berasal dengan adanya pembagian kekuasan yang tidak
sesuai atau tidak merata. Rasional juga mengatakan bahwa tiada
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kemungkinan untuk melakukan pembagian kekuasaan secara merata
kepada seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, konflik akhirnya menjadi
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ar (2013),

yang

1} Konflik menurut hubungannya tujuan organisasi :
1) Konflik Fungsional yaitu suatu konflik yang membantu tercapainya
2) Konflik  disfungsional yaitu suvatu konflik yang menghambat
tercapainyaarah organnisasi dan karenanya sening kali bersifat
merusak.

2) Konflik menurut hubungan dengan posisi pelaku berkonflik :
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a) Konflik verukal yaitu konflik antara tingkatan kelas antar tingkatan
kelompok, seperti konflik yang terjadi antara orang kaya dan orang

miskin atau konflik antara pemimpin dengan anak buahnya

A0 atan
P
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A

bersangkutan saja, sehingga pihak yang ada di luar tidak mengetahui
jika terjadi terjadi konflik.

d. Penyelesaian Konflik

Menurut Mitchel dalam Qodir (2015), mengemukakan bahwa cara
penyelesatan konflik diantaranya sebagaibenkut :
1) Konsultasi Publik
Konsultasi publik merupakan usaha untuk mendapatkan informasi
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dan pandangan-pandangan yang meyakinkan yang di kemukakan olch
pihak-pithak yang terkait guna untuk membuka proses manajemen,
sehingga dapat berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

\\\‘ -%\ S, &‘

e

fasilitator namun tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan
kesepakatan.akan tetapi pihak ketiga diharapkan mampu merumuskan
permasalahan agar bisa membantu pihak yang sedang berkonflik untuk
memutuskan kesepakatan bersama.
4) Arbitrasi
Arbitrasi merupakan cara penyelesaian konflik yang hampir sama

‘dengan mediasi namun perbedaanya ada pada pihak ketiga yang dimana
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pthak ketiga disini mempunyai wewenang untuk membuat keputusan,
dan keputusan tersebut bersifat mengikat dan tidak mengikat. jika
keputusan tersebut bersifat mengikat maka pihak yang bersengketa harus

kan oleh arbitrator.
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criminal justice fand other justice svstems such as a school dichpinary
system) that emphasizes restoring the victim and community rather than
punishing the offender”™ (Keadilan restortif telah menjadi suatu istilah yang
sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem
pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yvang menekankan kepada

konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan

semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).




Menurut Zulfa (2009), keadilan restoratif adalah sebuah konsep
pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan
menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang

dirasa tersisih dengan mekamisme vang bekerja pada sistem peradilan pidana
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behavior. It s best accomplished through inclusive and  cooperative
process” (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan
pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas
melalui proses vang inklusif dan kooperatif). (Johnstone & Ness, 2005).
Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa
keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana

yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan




agar ftercapainya keadilan bagi seluruh pihak, schingga diharapkan
terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan
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berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau
pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana Dalam hal
i, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rug,
melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh
penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki

kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi
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pelaku dan yang menjadi korbanJuga memiliki kekuatan untuk mencegah
adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong

rekonsilisasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan

lainnya ialah mendorong ad mrga masyarakat lainnya,
ienckankan pentingnya

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau

kalaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan
peran para pihak sendini dalam menentukan keputusan masih membutuhkan

pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini,

diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses
peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya
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beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam
membantu penyelesaian kasus hokum (Sunarso, 2014).

Adapun prinsip-prinsip keadilan
adalah sebagai berikut:

restoratif’ menurut Meliala (2009),

a) Menjadikan pelak
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terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan milai-nilai keadilan Serta
dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui:
1) Mediasi korban dengan pelanggar;

2) Musyawarah kelompok keluarga;

3) Pelayanan di masyarakat vang bersifat pemulihan baik bagi korban
maupun pelaku. (Herlina, 2004).




C. Kerangka Pikir
Untuk  mengetahui  kerangka pikir dalam pengelolaan  konflik

pembangunan Bendungan Paselloreng dengan pendekatan keadilan restoratif di

Z

i !
- 10k ong *

(Herlina, 2015)

1. Mediasi korban dengan pelanggar;
2. Musvawarah kelompok keluarga;
3. Pelayanan di masyarakal yang bersifat
\ pemulihan baik bagi korban maupun pelaku

t
Pengelolaan Konflik dengan
Pendekatan Restoratif’

/

Gamabar 2 1. Kerangka Pikir
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D. Fokus Penelitian

Pembatasan fokus Penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan

s\‘

"qv“\\
ok

berkonflik untuk memutuskan kesepakatan bersama.

2

. Musyawarah kelompok keluarga merupakan suatu situasi antara dua
kelompok dan icbih bertemu di suatu tempat yang telah disepakati
sebelumnya tanpa ada paksaan dari pihak lain guna untuk membahas
penyebab utama dari konflik yang telah berlangsung dengan tujuan untuk
mencan solusi guna menyelesaikan konflik tersebut dengan kesepakatan
yang sudah di tentukan bersama dalam pertemuan tersebut.
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3. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun
pelaku, merupakan usaha untuk mendapatkan informasi dan pandangan-

pandangan yang meyakinkan yang di kemukakan oleh pihak-pihak yang




BAB III
METODE PENELITIAN

A, Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian 1mi akan dilak

-,
(1ol ':,'

¢ ~0
} SR

So ) voa O oSN

Mg N

kualitatif dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakia atau
realita mengenai Pengelolaan Konflik Pembangunan  Bendungan
Paselloreng dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kabupaten Wajo.
C. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan

wawancara vaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui tatap

29
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muka langsung dan terbuka sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.
b. Data Sekunder
Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan,

referensi-referensi, pers

\\.\\\",h//é
.%\ 3 < &’/ /

//

///, % wﬁ{\\\

//;

. : Kepala Badan Pertahanan Nasional
Sa’pang Allo, SH | 19/8/2020 Kal Waio
2. | Harjiman, S P 15/82020 Pertal Nasional Kabupaten Wajo

Subscksi Penanganan Sengketa,

Arman Asis. S.H 15/8/2020 | Konflik dan Perkara Badan Pertahanan
Nasional Kabupaten Wajo

Rasidin 20/8/2020 | Masyarakat Desa Passelloreng

Maradang 20/8/2020 | Masyarakat Desa Passelloreng
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E. Teknik Pengumpulan Data
Tekmk pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh penelit

dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data vang akurat

sehingga dapat dipertanggun gl suatu penelitian sosial yang
ilmiah. Adapun cara-cai

‘observasi atau pefgan '\F@* 4 '_u

Q’% wp\KASs‘q @‘?

langsung (tanva jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua

informan yang ada. Teknik wawancara yang digunakan adalah tekmk
wawancara terstrukturdengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang
sama antar informan satu dengan yang lainnya.

¢. Dokumentasi
Dokumentasi, yaitu pencatatan dokumen dan data yang berhubungan

dengan penelitian imi.Data ini berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara
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di atas Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data vang diperlukan
dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen vang sudah ada Hal
ini dimaksud untuk mendapatkan data dan informasi vang berhubungan

‘q;\"—

& X

/ \ /\ L
// ,d:;wa \\\\
Sy, 2N

penelitian kualitatif, teknik analisa data yang digunakan diarahkan untuk
menjawab rumusan masalah.
G. Pengabsahan Data
Validasi data sangat mendukung hasil akhir penclitian, oleh karena itu
diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data Keabsahan data dalam
penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik trniangulasi.Dalam tekmik

pengumpulan data, tnangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang
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bersifat menggabungkan dan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber
data yang telah ada. Teknik seperti int juga menggunakan teknik pengumpulan
data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber vang sama.

AKASS."@
“[""/_/4 ‘

.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian
I. Deskripsi Umum
a. Deskripsi Wilayah

» Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Soppeng.

» Sebelah Timur : Teluk Bone.

~ Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Sidrap.

34
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bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit. Sebagian besar
wilayahnya tergolong datar dengan kemiringan lahan/lereng 0-2 % luasnya
mencapal 212,341 Ha atau sekitar 84 %, sedangkan lahan datar hingga
bergelombang dengan kemiringan / lereng 3-15 % luas 21,116 Ha (8.43%),
lahan yang berbukit dengan kemiringan / lereng diatas 16-40 % luas 13,752
Ha (5.50 %) dan kemiringan lahan diatas 40 % (bergunung) hanya memiliki

luas 3,316 Ha (1,32%),
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Tata Guna Lahan di Kabupaten Wajo secara umum terdiri atas
sawah, perkebunan, perumahan, tambak, fasilitas sosial, fasilitas ekonomi

dan lahan kosong Pergeseran pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten

Tabel 4. 1 Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Wajo

No. | Kecamatan Kelurahan/Desa (E!:;;
Liu, Tadangpalie, Talotenreng,
Walennae,  Salotengnga,  Bila,
Waronge, Pallimae, Ugi, | 132,75
Mallusesalo, Sompe, Wage, Pasaka,
UjungPero, Bent. Lompoe
Wiringpalennae, Sitampae, Atakkae,
Maddukelleng,

TEMPE Siengkang, Padduppa, Pattirosompe,
(16 Kelurahan Desa) | Cempalagi, Bulu Pabbulu,
Lapongkoda, Teddaopu.
Salomenraleng, Laelo, Watalippue,

SABBANGPARU
(15 Kelurahan Desa)

38,27
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Tempe, Mattirotappareng

Tobatang,  Wecudai,  Lapukke,
Kampir, Pallawarukka,
3 PAMMANA Watampanua, Cina, Pammana, 162.10
(13 Kelurahan Desa) | Simpurusi Lempa, Patila, )
;-amp uangnge, Tadang
a
urung, Bola,
BOLA Solo,
* (11 Kelurahan 1% gnga, 220,13
4
5 (12 X ,76
(=3
6
7
8 1 s arialutiy. 25,92
0 r
[
TANAS
* (18 Kelur, g 154,60
te, Mappa elo, Lowa,
Mannagae, Inalipu, Tonra lipue
Leppangeng, Lautang, Limporilau,
BELAWA :
10 . Belawa, Macero, Malakke.Ongkoe, = 172,30
(9 Kelurahan Desa) Sappa, Wele
AN . Tangkoli. Dua Limpoe, Anabanua.
11 P Ke:ﬁgigfm) Abbangnuangnge, Mattirowalie, | 175,96
" | Kalola, Sogi, Minangatellue
7 . Lamata, Poleonro, Mamminasae,
12 g”ﬁﬁ“f Desy | Abbatireng,  Polewalie, Gilireng, | 147,00
elurafian 2esd) | alausalo, Arajang, Passeloreng
Lalliseng,  Pattirolokka, Inrello
KEERA . i i .
B | an y Ciromannie,  BAllere,  Keera, | 368,36
(10 Kelurahan Desa) Paojeppe, Labawang, Awota, Awo
14 | PITUMPANUA Simpelu, Lompoloang, La uwa, | 207,13
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(14 Kulurahan Desa)

Alesilurunge, Benteng, Tobarakka,
Abbaderangnge, Tangkoro,
Tanrongi, Bulete, Siwa, Batuy,
Tellesang. Marannu

Sumber : Badan Pusar Sratistik Kabupaten

54
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Tabel 4. 2 Jum
No Jumlah Penduduk
1. | Sabbangparu 12.141 14.106 26.247
2. | Tempe 31473 33.862 66,335
3. | Pammana 14.857 16.907 31.768
4. | Bola 9.4 1(:-_ 10316 19,732
5. | Takkalalla 10.004 10.977 20.981
6. | Sajoanging 9.278 9.735 19.013
7. | Penrang 7.400 8408 15.808
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8. | Majauleng 14.833 16.933 31.766
9. | Tanasitolo 18.957 21.009 39966
10. | Belawa 15.504 16,992 32.496

.| Mamangpajo

o1

)

////'q t\\\\\\ “’, g

Wajo pada Tahun 2017 sebanyak 808 orang, Sebagian besarpencari
kerja merupakan laki-laki dan lulusan SMA.
2. Gambaran Umum Instansi
Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo terletak dalam wilayah Kelurahan
Lapangkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan,
tepatnya di Jalan Andi Lantara No. 38, Sengkang.
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I
2, 5
3. 6
4, 5
3. Penata Muda/lll a 7
6. Pengatur Tk. I/11 d 1
7 Pengatur/11 ¢ 3
8. Pengatur Muda Tk I/IIb 4
9. Pengatur Muda/ lla 2
10. PPNPN 33
(AR Honorer 9
12 Security, Supir, OB 3
13. Purnabakti 2
Jumlah 81

Sumber : Budan Pertunahan Kabupaien Wajo, 2019.
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4. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo adalah sebagai
berikut:

Visi : /\
-

) /,,g\“*?‘m L iy,
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§ & k\\\\‘|",//
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4. Mewujudkan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Yang
Berkeadilan.

5. Berkomitmen Mensukseskan Program Strategis NMasional dan
Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Sesuai
Ketentuan Yang Berlaku.

Maklumat:

Kami Berjanji Memberikan Pelayanan Sesuai Norma, Standar, prosedur
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dan Kriteria (NSPK) Yang Berkeadilan Dilandasi Semangat

“Yassiwajori, Sipakalebbi, Sipakainge dan Sipakatau™

5. Tugas dan Fungsi
donesia Nomor 17 Tahun 2015
tentang Kementeran / \ IR) mempunyai tugas
FOaTT Tgll r ‘ul% _m‘%JU‘!'! ik
- [ ) - 14 e Ll Tl
| /"%\\P‘ "i'h

/ \"Qf\"” thnab‘q
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Sesuai Peraturan Presl den
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| ( -0 \5“ ///qlv‘\\ 'S an
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% r

b)

Agraria dan Tata Ruang;

c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang;

¢) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah:
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f) Pelaksanaan dukungan vang bersifat subtantif kepada scluruh unsur

organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang

2 k\\““}"f-’

L G
K\
~ ~\“ ‘e,

pengadaan sengketa dan perkara pertanahan;

g) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;

h) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
admimstrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;

1) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan
berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;

) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan: dan




k) Pelaksanaan pengembangan sumber dava manusia di bidang pertanahan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional No, 18 Tahun 2015 Temtang Uraian Tugas Jabatan
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5. Melakukan pengelolaan database;

6. Melakukan pemantauan dan deteksi kerusakan dan pemeliharaan
terhadap aplikasi, perangkat dan jaringan komputer agar berjalan
secara optimal; dan |

7. Menyusun  bahan permasalahan dan perubshan /perkembangan
aplikasi, perangkat dan jaringan komputer.
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b. Fungsi
Mengawasi, mengelola dan memelihara sistem jaringan komputer dan

sirkuit data.

PRASE
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kerusakan dan pemeliharaan terhadap aplikasi, perangkat dan jaringan
komputer; dan

8. Mendapatkan data dan informasi terkait permasalahan dan
perubahan/perkembangan aplikasi, perangkat dan jaringan komputer.
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B. Pengelolaan Konflik Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Pembangunan

Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan

365 hektar milik negara dan kemudian ditambah dengan pembebasan lahan
kurang lebih 1.800 hektar milik masyarakat, bendungan ini merupakan bagian
49 bendungan baru yang dibangun dengan kontrak sebesar Rp 701 Milyar dan
dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dan PT Bumi Karsa.

Bendungan Paselloreng sungat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup
masyarakat Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi konflik

yang terjadinya sengketa yang timbul dalam lahan Bendungan Paselloreng
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sehingga nantinya akan berdampak pada masyarakat. Masalah paling besar
vang dihadapi adalah 18,15 Ha tanah belum di ukur yang merupakan

persawahan warga, pasar Paselloreng, kantor Desa Paselloreng, tanah

tindak pidana juga

w;xKAS 34'?
\\\‘\\llr,/[/, |

SN 4

\\7\ // ’ll“ “\'\\‘
'\ By~ @

i{s& '
7‘:4K AA?Q ‘a enang untuk

inilah yang
memutuskan - harapkan mampu
merumuskan permasalahan agar bisa membantu pihak vang sedang berkonflik
untuk memutuskan kesepakatan bersama.

Proyek yang mulai dilaksanakan Juni 2015 lalu di Kecamatan Gilireng
itu tersandera akibat pembebasan lahannya terhambat sengketa. sampai saat ini
proses hukum sementara berjalan di Pengadilan Negen Sengkang Sidang

perkara perdata menunggu hasil dari mediator dari kedua belah pihak,

penggugat dengan kuasa hukum Andi Kemmang, dan tergugat adalah
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Pemerintah Kabupaten Wajo, ATR/BPN Wajo. Serta kecamatan, hingga
pemerintah desa setempat, dan dilanjutkan tahap mediasi dipimpin Hakim

mediasi.

Upava penyelesaian kan, Pemerintah Daerah  sebagai

fasilitator adalah mengs

/_ ,

\\\‘\\lh,//

L4 U/ vv / r
1 + a1 b L1

Agutus E{JZ{)}

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa
Pemerintah Kabupaten Wajo sudah memtalisitasi untuk membicarakan tentang
konflik antara masyarakat Desa Passelloreng dengan masyarakat Desa
Minangatellu, agar tidak terjadi konflik yang terus-menerus karena mereka
masih satu rumpun keluarga. Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan

selaku Korban Konflik mengatakan:
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“Kami beberapa kali di undang rapat oleh pemerintah dacrah akan tetapi
hasil rapat kadang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di lapangan™.
(Hasil wawancara dengan RD, pada tanggal 20 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa

4 2 \\\\‘i'h///
3

R \'! /// Jw,:y;\\\
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“Lahan tersebut diproses untuk pembebasan, karena pihak masyarakat
Minanga Tellue memiliki bukti kepemilikan secara formal, Menurutnya
itu sah. Tapi kita serahkan dulu ke pemerintah Desa Minanga Tellue
untuk dimediasikan, karena kedua pihak ini satu rumpun keluarga,
Sembari menunggu hasil mediasi nantinya. saya memastikan tidak ada
pembayaran lahan terhadap lahan tersebut. Tanah itu juga belum
diberikan nilai ganti rugi oleh tim apresial™ (Hasil wawancara dengan
SA, pada tanggal 19 Agustus 2020).

Melihat hasil wawancara diatas bahwa lahan pembangunan bendungan
diproses untuk pembebasan, karena pihak masyarakat Minanga Tellue

memiliki bukti kepemilikan secara formal. Akan tetapi diserahkan dulu ke
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pemerintah Desa Minanga Tellue untuk dimediasikan, karena kedua pihak ini
satu rumpun keluarga, Sembari menunggu hasil mediasi nantinya.

Secara hukum, proses pembayaran ganti rugi vang sudah direncanakan

untuk terbayarkan otomatis bata

Nasional (BPN) Wajo selaku panitia pengadaan tanah megaprovek Bendungan

Paselloreng tetap mengakomodir ganti rugi pembebasan lahan masyarakat
Minanga Tellue. Hal inipun menimbulkan reaksi sejumlah masyarakat Desa
Paselloreng, Kecamatan Gilireng Mereka menuntut pembayaran Ganti Rugi
vang tak kunjung terbayarkan sejak Juli 2015. Sebanyak 267 bidang yang
belum dilunasi pemerintah untuk pembangunan bendungan tersebut. Seperti
vang disamapaikan oleh salah satu informan mengatakan bahwa :
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“Area genangan Bendungan Paselloreng merupakan tanah adat nenek
moyang saya Puang Bolong dengan luas 184,915 m2 atau 18,4 hektare.
ltu yang menjadi pertanyaan kami, kenapa tanah bersengketa, kemudian
meloloskan berkas untuk satu nama. Kita juga punya berkas, berhak
untuk tanah tersebut, sebelum ada p mbangunan Bendungan Paselloreng

\\‘\\"r,{//

DEHTAanan & DOant

menggugat dart Desa Paselloreng. 25 bidang di Desa Minangatellue menggugat
nilai sementara proses kasasi. BPN mempunyal peran yang signifikan dalam
proses penyelesaiaan konflik agraria, Dalam hal ini memuat dalam peraturan
presiden No. 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada
bagian kedelapan yaitu Deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa
dan konflik pertananahan dalam pasal 21 ayat | dan 2. pasal 22 dan pasal 23.

Untuk menambah kejelasan deputi ini BPN telah menerbitkan keputusan
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kepala BPN No. 34 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan
penyelesaiaan masalah pertanahan yang telah diganti dengan peraturan kepala

BPN No. 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus

membahas permasalahan vang menjadi dasar terjadinya konflik. Imi merupakan

salah satu langkah yang di tempuh oleh pemerintah daerah demi mencapai titik
temu atau akar permasalahan dari konflik yang terjadi karena kedua belah
pihak masih rumpun keluarga. Secara pendekatan keadilan restorauf dengan
mediast korban dan pelanggar dalam penyelesaian konflik atas sengketa lahan
mengenal pembangunan bendungan Passelloreng sudah berjalan dengan efekuf

karena belum ada pihak vang dibayarkan terkait lahan sengketa tersebut. Karna
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masth berproses di pengadilan 84 bidang, Im terbagi 59 bidang vang
menggugat dar Desa Paselloreng. 25 bidang di Desa Minangatellue menggugat

sampai saat ini proses hukum sementara berjalan di Pengadilan Negeri

2,

keluarga karena vang bersengketa masih satu rumpun keluarga, Berdasarkan
dengan indikator tersebut peneliti kemudian mewawancarai seksi Penataan

Pertanahan BPN Kabupaten Wajo yang mengemukakan bahwa:

“Untuk menangani masalah konflik tersebut, kita melakukan dengan cara
musyawarah  kelompok, menyediakan fasilitas, mengatur dan
mengarahkan partisipan untuk musyawara antara kedua yang berkonflik
agar permasalahannya cepat selesai. Kita dibantu dari pemerintah desa,
tokoh masyvarakat, beserta pihak kepolisian. Selain mengatur/pengatur,
kita juga sebagai aktor dan memfasilitasi beserta negosiasi. Segala cara
kita lakukan, agar daerah kita ini aman dan pembebasan lahan
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pembangunan bendungan terselesaikan segera”™ ((Hasil wawancara
dengan HM, pada tanggal 15 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa

untuk menangant masalah konflik aparat melakukan dengan cara

mediasi, menyediakan fasili / \\ :
i jadi dinamike bekerjasama dengan

AAKA g,
QRKASS

partisipan agar

Konflik dan Perkara mengatakan bahwa:

“Langkah pertama yang kita lakukan untuk melakukan penyelesaian
konflik lahan ini adalah kita sebagai aktor untuk memediasi,
memfasilitasi, mengatur para pihak yang berkonflik. di bantu dengan
pemerintah setempat dan para tokoh masyarakat dan pihak kepolisian™
(Hasil wawancara dengan AS, pada tanggal 15 Agustus 2020)
Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa
Langkah pertama yang kita lakukan untuk melakukan penyelesaian konflik

lahan ini adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo sebagai aktor
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untuk memediasi. memfasilitasi, mengatur para pihak yang berkonflik, di bantu
dengan pemerintah Kabupaten Wajo dan para tokoh masvarakat dan pihak

kepolisian, Selanjutnya hasil wawancara berikutnya dengan selaku Korban

Konflik mengatakan:
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Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo berperan dalam penanganan konflik

lahan yang terjadi tetapi upaya yang dilakukan kurang efektif dalam
penanganan konflik lahan karena sampai sekarang konflik lahan tersebut tidak
terselesaikan dengan baik dengan cara regulator, dinamisator dan fasilitator
atau jalur hukum pengadilan,

Terlihat dari hasil wawancara yang sudah dilakuan dari berbagai

narasumber dapat ditarik kesimpulan mengenai peran Badan Pertanahan
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Nasional Kabupaten Wajo sudah melakukan upaya untuk menangani konflik
yang terjadi yaitu dengan memberikan fasilitas untuk bermusyawarah karena

yang bersengketa masih satu rumpun ke
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yang fterkait guna untuk membuka proses manajemen, schingga dapat
berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan tidak merugikan
pihak lain dan kesemuanya itu dilakukan untuk dapat meyakinkan bahwa
semua pihak mendapat kepuasaan yang sama.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo merupakan salah satu aktor

pemerintah yang mempunyai tupoksi untuk menangani sengketa tanah yang

terjadi antara masyarakat Desa Passelloreng dan masyarakat Desa




58

Minangatellue Kabupaten Wajo terkait pembebasan lahan pembangunan

Bendungan Passelloreng. Seorang warga bernama Andi Kemmang yang
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Dalam hal ini bentuk keterlibatan BPN (Badan Pertanahan Nasional)
Kabupaten Wajo sebagai perwakilan BPN R! dalam pengambilan keputusan
dalam penanganan sengketa tanah antara lain dengan tahap-tahap vang sudah
ada dalam rumusan penanganan sengketa vang terjadi di Kabupaten Wajo.
BPN selaku aktor mediator penanganan kasus vang terjadi di Wajo vaitu di
Desa Passelloreng vang bersengketa dengan itu masyarakat yang sifatnya sulit
diatur. BPN mempunyai tahapan dalam penanganan konflik yang terjadi vaitu
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tahap awal pelaporan sebelum adanya peloparan dari pemerintah setempat atau
pihak yang bersangkutan jadi tidak ada tindakan yang harus dilakukan untuk
konflik yang terjadi. setelah pelaporan sudah masuk maka dilanjutkan dengan

npadilan seperti mediasi antar
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menangani konflik lahan di Desa Passelloreng dan aparatnya sudah melakukan
secara maksimal dan itu sudah menjadi tanggung jawab mereka menangani
konflik lahan tersebut sebagai perwakilan BPN RI. Selanjutnya hasil
wawancara informan berikutnya dengan Korban Konflik mengatakan:
“Iva Badan pertanahan nasional kabupaten Wajo sudah melakukan
tahapan semaksimal mungkin dan sampai sekarang BPN kabupaten Wajo

rutin melakukan kunjungan ke lokasi konflik lahan™ ({Hasil wawancara
dengan MD, pada tanggal 20 Agustus 2020)




Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa

Badan pertanahan nasional Kabupaten Wajo sudah melakukan tahapan

masyarakat Passelloreng dan Minangatellu sudah bisa dirasakan dalam
penvelesaian konflik tanah yang terjadi tetapi upaya vang dilakukan BPN
belum bisa menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi karena keberadaan
masyarakat Passelloreng yang ingin menang dengan jalannya sendiri tidak
bersedia menyelesaikan masalah melalui pengadilan agar jelas lahan tersebut

jatuh kepada warga Passelloreng sehingga masayarakat dari minangatellu
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mengugat ke pengadilan dan yang tergugat adalah pihak BPN, Pemerintah
daerah bahkan pemenntah desa.
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satu aktor yang ikut menangani sengketa tanah vang terjadi sudah melakukan
berbagai upaya agar terlaksananya penyelesaian melalui mediasi, regulator,
dinamisator dan fasilitator,




A. Kesimpulan

':’ \: A

| 7/, AN
AT ‘\\

upaya untuk menangani konflik yang terjadi yaitu dengan memberikan
fasilitas untuk bermusyawarah karena vang bersengketa masih satu rumpun
keluarga. serta membentuk tim pencari fakta agar mempermudah
penanganan bila faktanya sudah jelas untuk mempermudah penanganan
konflik yang terjadi, mengadakan rapat rutin untuk mencari jalan keluar
untuk menyelesatkan konflik yang terjadi, data peta mengenai lahan untuk

membantu penanganan dalam pengukuran lahan tersebut, dari semua upaya
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yang sudah dilakuan oleh BPN Kabupaten Wajo belum cukup optimal
dalam menangani kasus sengketa vang terjadi dalam musyawarah secara

keluarga yang dilakukan belum
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fasilitator.
B. Saran
Adapun saran yang dapat disampaikan dari sebuah penelitian ini sebagai
bertkut -
I. Konflik yang berkepanjangan berimplikasi buruk pada roda pemerintahan
dan rusaknya pranata-pranata sosial ekonomi politik yang ada di dalamnya.

Untuk itu perlu segera ditempuh langkah-langkah rekonsoliasi dan
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konsolidasi sejumlah potensi sosial, ekonomi maupun politik vang ada di
tengah masyarakat. Pemerintah daerah harus berani menggunakan
pendekatan sosial budaya sebagai

vang dianggap tidak merugikan para pihak.
3. Melalui forum multipihak tersirat pengakuan terhadap eksistensi para pihak,

terutama pihak yang secara dejure maupun secara defacto telah ada dan
menempatt wilayah tersebut. Pengakuan tersebut harus diikut dengan
pengakuan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam
mendukung dan menciptakan pembangunan Kabupaten Wajo yang
berkeadilan, bermartabat dan berkelanjutan.




DAFTAR PUSTAKA

Ali, Ahmad. 21 Desember 2011, Restorative (RJ) adalah konsep Modern Hukum
Prdana, Harian Fajar, Makassar, Hal 4 kolom 1

Hakim Indnﬁesia
Arofah, E., Nazsir, N, &

Johnstone & Ness,V. (2005). The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk
Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11. Workshop 2. Bangkok-Thailand, hal.
2-3. '

Kartini. Kartono. (2014), Pemimpin Dan Kepeimpinan. Jakarta : Rajawali Pers.
Kinseng, A Rilus. (2014) Konflik Neluyan. Jakarta © Yayasan Pustaka Obor
Indosnesia.

Kurmawan, Bayu Rendvana. (2017). Analisis Konflik SDA Antara Masyvarakat
Dengan Pengusaha Air(Studi Kasus Konflik Sumber Dava Air Kajar
Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus). Sknpsi di Terbitkan : Depertemen
limu Politik dan Pemerintah Umiversitas Diponegoro.

65




Liebman, Miriam. (2007). Restorative justice: How It Works. London: Jessica
Kingsley Publishers,

Limbong, Bernard (2015). Pengadaan Tanah Untuk Pembangiman. Jakarta:
Pustaka Margareta.

een Street-Level Bureaucrats and
skesmas. Bisnis & Birokrasi

.. b

-------

Rizaldi, R., &
mmkﬁiﬁ il | IR | ala
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 1(1), 65-70.

Tasikm&!nya

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Yogyakarta
‘Rajawali Pers.

Sukardi, S. (2016). Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum
Pidana Di Indonesia. Legal Pluralism: Journal of Law Science, 6(1),

Sunarso, Siswanto. (2014). Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta:
Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
Utoyo Bambang (2017). Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Register 45

Sungai Buava(Studi Desa Talang Batu Kecamatan Mesupi Timur Kabupaten
Mesuyi). Jumnal llmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, Vol. 8.




67

Zakie, Mukmin. (2016). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. Jurnal Timiah
Hukum Legality. Vol. 24.

Zakie, Mukmin. (2011). Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
(Perbandingan antara Malaysia dan Indonesta). Jurmal Hukum. Vol 18.

No.Edisi KhususHal 187-206. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas
Istam Indonesia. /\

Zulfa, Eva Achjani, (2009)._
‘Hukum Universitasdnds




BN

1,5 ) v
P

\ g )
3 "y,

N “, »
IR %
SHel® E

i %
: [
2) RNS)

\

\







Nomor . 72SUSKCAVIVIGI 2020 15 Dzulqaidah 1481 1
Lamp 1 (sa) Rangkap Proposa 06.4uli 2020 M




Merer! D

- ,.../4 P‘S NIUH4

»‘52‘:’“ RS
.‘ ¢ : ‘\‘ » ; (L1% m
















=
1k Tl

L =
e I
¥ = o ==3-|| L - "
=3 et ; - - ¥
{ -
] -
AN A =4 -




——

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BASO RISALDI, dilahirkan di Kabupaten Wajo, tepatnva di
Dusun Ladaddonro Désa Lamata Kecamatan Gilireng pada
hari Jumat 23Mei 1998, Anak Pertama dan dua bersaudara
pasangan dari Baso Muliadi dan Besse Siampero. Penulis
menyelesarken pendidikan di 'S0 217 Lamata)Desa Lamata
Keoamatan Gilireng pada-talnin 2010: Pada tahun itu juga
penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMP 3 Gihreng
Kecamatan Giliren Kabupaten Wajo dan tamat pada tahun 2013 keniudian pada
tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK
Negeri 3 Gilireng dan sclesai pada tahun 2016, Pada tahun 2016 kemudian
peneliti melanjutkan pendidikan ke jerjang selanjutnya yaitu di Perguruan Tinggi
Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas iimu Sesial dan
limu Politik Jurusan llmu Penerintahan. Pada tahun 2021w akan mengantarkan
penulis meraih gelar Sarjana Strata’ Saiv (S1) dalam karya ilmiah dengan judul
“Pengelolaan Konflik Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Pembangunan

Bendungan Di Paselloreng Di Kabupaten Wajo™.




